
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

pegawai tetap dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi pada Virgo Group, penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan secara umum dan juga memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan. 

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Penerapan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilaksanakan 

perusahaan saat ini adalah metode Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung karyawan. 

Dengan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung karyawan 

diperoleh lababersih perusahaan setelah pajak sebesar Rp 238.644.742,14,-. 

2. Proses serta metode perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang di lakukan 

oleh Virgo Group sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-

Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan atau disingkat sebagai PPh. 

3. Dari pengaruh masing-masing  metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap 

pengurangan laba bersih perusahaan, maka yang paling besar adalah metode 

Pajak Penghasilan (PPh) di Gross-Up, laba perusahaan yakni sebesar Rp. 

247.173.994.16, sementara laba perusahaan ketika menggunakan Net 

Methodadalah sebesarRp. 272.736.848,16, dan menggunakan metode pemberian 

tunjangan pajak Rp. Rp. 247.784.348,16. Dari angka-angka ini dapat disimpulkan 



bahwa dalam tujuan meminimalkan beban pajak, maka metode yang harus 

digunakan adalah Gross-Up Method atau Metode Gross-Up 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka selanjutnya akan beberapa saran 

sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. Adapun beberapa saran dari penulis 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk masa yang akan datang pihak perusahaan sebaiknya dapat 

mempertimbangkan untuk menggunakan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21 dengan tunjangan pajak sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan atau di 

Gross-Up, karena dengan metode ini biaya yang diakui sebagai pengurang 

penghasil bruto perusahaan dalam perhitungan Pajak sehingga besarnya 

penghasilan yang di terima pegawai setelah di beri tunjangan sebesarnya gaji 

yang seharusnya di terima pegawai. 

2. Dari sisi laba, apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, 

jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran tunjangan akan lebih besar daripada 

pengeluaran untuk membayar pajak perusahaan. Namun oleh karena tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis metode untuk meminimalkan pajak perusahaan, 

maka perusahaan dapat memberlakukan metode Pajak Penghasilan (PPh) diberi 

tunjangan pajak sebesar pajak yang harus ditanggun karyawan atau metode 

Gross-up. Dengan menggunakan metode ini akan menguntungkan kedua belah 

pihak baik perusahaan dan karyawan. Bagi pegawai tidak perlu menanggung 



Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21-nya dan menerima gaji bersih tanpa harus 

dipotong pajak. Bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan kepada pegawainya 

dapat dijadikan biaya. Dengan demikian, laba bersih akan berkurang. Maka Pajak 

Penghasilan (PPh) Badannya yang ditanggung pemberi kerja dapat lebih ringan. 

3. Pihak perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan mengenai peraturan 

perpajakan agar pelaksanaan kewajiban dapat berjalan terus sesuai dengan 

perkembangan peraturan yang berlaku. 
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